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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 memberikan kewenangan kepada Wilayatul Hisbah untuk menegakkan 

hukum jinayat, termasuk larangan khalwat. Namun, di Kota Lhokseumawe 

pelanggaran khalwat masih sering terjadi dan menjadi kasus terbanyak. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun aturan dan lembaga penegak telah tersedia, 

pelaksanaan kewenangan dan strategi penanganan oleh Wilayatul Hisbah belum 

berjalan optimal karena berbagai kendala di lapangan. Kondisi tersebut 

mendorong perlunya kajian mengenai kewenangan dan strategi Wilayatul Hisbah 

dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Wilayatul Hisbah 

dalam penanganan tindak pidana khalwat, mengidentifikasi hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan efektivitas penegakan hukum syariah. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data 

primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Wilayatul Hisbah Kota 

Lhokseumawe, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Analisis 

dilakukan secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Wilayatul Hisbah (WH) 

Kota Lhokseumawe dalam penanganan tindak pidana khalwat telah memiliki 

dasar hukum melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 

dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002. WH menjalankan kewenangan tersebut 

melalui dua pendekatan utama, yakni preventif (penyuluhan, sosialisasi, patroli 

rutin) dan represif (penindakan awal, pemeriksaan, pengamanan barang bukti, 

serta pelimpahan perkara ke aparat penegak hukum syariat). Pelaksanaan 

kewenangan ini dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan personel 

dan sarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya koordinasi 

antarinstansi, kesulitan pembuktian, serta tumpang tindih kewenangan antara 

Qanun Jinayat dan Qanun Adat. Meski demikian, melalui berbagai upaya 

perbaikan yang dilakukan, termasuk penguatan koordinasi kelembagaan, 

peningkatan kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan 

teknologi informasi. 

Kesimpulannya, kewenangan Wilayatul Hisbah pada dasarnya sudah 

memadai, namun pelaksanaannya memerlukan penguatan pada aspek regulasi, 

sumber daya, serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan adanya 

peningkatan kapasitas personel, penyediaan sarana yang lebih memadai, serta 

intensifikasi edukasi publik sebagai langkah strategis untuk memperkuat 

penegakan hukum syariah di Kota Lhokseumawe. 


